


 

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian; 

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi 

Kementerian Negara; 

6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan 

Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian; 

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji 

Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 

Pertanian; 

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ 

HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan 

Kementerian Pertanian; 

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/Kpts/ 

HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup 

Kementerian Pertanian; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  

KESATU : Menunjuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana 

lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pertanian sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan Keputusan ini. 

 

 

 



 

 

KEDUA : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana 

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

  A. PPID Pelaksana : 

1. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan 

pendokumentasian, pengamanan informasi, dan 

pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan 

sederhana; 

2. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi; 

3. menerbitkan daftar informasi publik; 

4. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan 

keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi 

publik; 

5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik; 

6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi 

publik; dan 

7. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan 

layanan informasi publik kepada atasan PPID dengan 

tembusan kepada PPID Utama. 

  B. PPID Pembantu Pelaksana: 

1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi 

publik secara cepat, tepat, dan sederhana; 

2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan 

bahan informasi secara tepat; 

3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas 

permohonan, keberatan, dan/atau sengketa 

pelayanan informasi publik; 

4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi; 

5. menyusun laporan secara berkala kepada PPID 

Pelaksana. 

KETIGA : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Eselon I 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui 

Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pertanian. 
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